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MOTTO 

“Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus 

dimengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahamim 

pemahaman yang tulus”1  

 

Tere Liye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tere Liye. Ayahku (Bukan) Pembohong. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.2011), hlm 31 
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RINGKASAN 

Indonesiai adalahi sebuahi negarai yang memiliki sebuahi konstitusi 

bernamai Undang-Undangi Dasar Negarai Republik Indonesiai Tahun 1945. 

Dalami UUDNRI 1945, kerangkai kenegaraani dan sistem pemerintahani 

Republik Indonesiai diatur. Undang–Undangi Dasar Negarai Republik Indonesiai 

Tahun 1945 menegaskani bahwa negara Indonesiai adalah negara kesatuani yang 

berbentuki republiki. Ditegaskani pulai bahwai Indonesiai adalahi negarai hukumi 

yangi berkedaulatan rakyati. Dengani demikiani, negara Indonesiai adalah negarai 

konstitusi, bersendikani demokrasi, dan berbentuki republiki kesatuani. 

Desentralisasii kewenangani pemerintahani yangi diberikani kepadai daerahi 

dimaksudkani sebagai upayai untuki mendorongi pemberdayaani masyarakati, 

pertumbuhani aspirasi dani kreatifitasi, peningkatani perani sertai masyarakati 

lokal dalami rangkai penyelenggaraani pemerintahani daerahi. Oleh karenai itui, 

pengertiani otonomi daerahi dimaknaii sebagai kewenangani daerahi otonomi 

untuki mengaturi dani mengurusi kepentingani masyarakati setempati menuruti 

prakarsai sendiri berdasarkani aspirasi masyarakati sesuai peraturani perundang-

undangani.  

Maksud dari penunjukan plt pada beberapa dinas di daerah-daerah untuk 

menggantikan Kepala Dinas definitif, agar roda pemerintahan terus berjalan. pada 

faktanya, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana tugas dibatasi karena ia tidak 

boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis sehingga hal 

inilah yang nantinya malah menghambat jalannya roda pemerintahan pada dinas 

terkait. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative, dengan 

pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 

aturan hukum yang bersifat autoritatif yang menggunakan literatur sebagai konsep 

teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Dalam 

penelitian ini, digunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, 

sekunder serta bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan. 
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Tinjauan pustaka yang menjadi pisau analisis antara lain pemerintah daerah dan 

pemerintahan daerah, pengertian pemerintah daerah dan pemerintahan daerah, 

asas-asas pemerintahan daerah, perangkat pemerintah daerah, kewenangan 

pemerintah daerah,tinjauan umum tentang perangkat daerah, pelaksana tugas, 

pengertian pelaksana tugas, tugas pokok dan fungsi. 

Merujuk pada arti kata dan konsep dari istilah Pelaksana Tugas, maka 

dapat diartikan bahwa, pelaksana tugas adalah seseorang yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepadanya sesuai 

dengan persyaratan jabatan, yang bersifat sementara sampai adanya penetapan 

baru dari pemerintah tentang kepala daerah. Oleh karena itu, seorang pelaksana 

tugas (plt) Gubernur atau Kepala Daerah dapat dan harus melaksanakan tugas 

seorang kepala daerah, tugas kepala daerah diatur pada pasal 65 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. Di lain pihak pejabat pemangku Jabatan  tidak  memiliki  

kewenangan  yang sama,  karena  pejabat  pengganti  tetap memiliki  Jabatan  

definitifnya  sendiri  tidak mengikuti Jabatan yang  di  Plt-kan  (Jabatan yang 

diduduki sebagai pelaksana tugas).  

Pada bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis terhadap 

penulisan skripsi ini yaitu Mengenai keefektifitasan pelaksanaan 

penyelenggaraan  Negara,  pejabat  atau pegawai  Negara  tidak  diperkenankan 

merangkap  Jabatan,  karena  hal  itu  dapat mengakibatkan  ketidakstabilan  

karena pejabat  tersebut  harus  melaksankan  dua tugas  dan  fungsi  sekaligus  

dalam penyelenggaraan  Negara. Di lain pihak pejabat pemangku Jabatan  tidak  

memiliki  kewenangan  yang sama,  karena  pejabat  pengganti  tetap memiliki  

Jabatan  definitifnya  sendiri  tidak mengikuti Jabatan yang  di  Plt-kan  (Jabatan 

yang diduduki sebagai pelaksana tugas). 
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuahi negarai yang memiliki sebuahi konstitusi 

bernamai Undang-Undangi Dasar Negarai Republiki Indonesiai Tahun 1945 

(Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam UUD NRI Tahun 1945, 

kerangkai kenegaraani dan sistem pemerintahani Republik Indonesia diatur. UUD 

NRI Tahun 1945 menegaskani bahwa negara Indonesiai adalah negara kesatuani 

yang berbentuk republiki. Yang mana juga Indonesiai merupakan negarai hukum 

yangi berbentuki negarai republik.2 

Indonesiai yang merupakani negara berbentuki kesatuan menggunakani 

asas desentralisasii sebagai kegiatani dalam pemerintahan yangi pada intinya 

setiapi daerah diberi kebebasani dalam mengatur otonominyai. Oleh karena itu 

sesuai dengani ketentuan Pasali 18 Undang-Undangi Dasar Negara Republiki 

Indonesia Tahuni 1945, wilayahi kesatuan Republiki Indonesia dibagi atasi daerah 

provinsi dani daerah provinsi dibagi lagi atas daerahi kabupaten dan kotai yang 

masing-masing sebagai daerahi otonomi.3 Sejarahi tentang pemerintahani daerah 

di Indonesiai sudah ada sejaki Tahun 1948i,4 hingga kini dalami 

perkembangannyai dalam Undang-Undangi Nomor 23 Tahun 2014 tentangi 

Pemerintahan Daerahi serta Undang-Undang Nomori 9 Tahun 2015 tentangi 

Perubahani Kedua Atasi Undang-Undangi Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahani Daerah yangi menegaskani otonomi daerahi. 

Bahwa pemerintah daerah juga dapat mengatur dan melakukan tugas 

pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi daerah. Sesuai dengan tugas dan 

fungsi dari dinas-dinas atau instansi yang ada pada daerah tersebut diberi 

tanggung jawab oleh pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah

                                                           
2
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta: 2007, 

Hlm. 100.  
3 Lihat pada Pasal 18 UUD NRI 1945. 

4P. Rosodjatmiko, Pemerintahan di Daerah Dan Pelaksanaanya, Tarsito, Bandung, 1982,Hlm. 1. 
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Untuk meningkatkan terkait pemberdayaa dan tugas pembantuan terkait 

dengan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi sehingga dapat membentuk 

suatu pemerintahan yang lebih baik dan tepat sesuai kondisi daerh masing-

masing.5 

Otonomi sendiri diakukan atas dasar efisiensi dalam pemerintahan yang 

mana diyakini juga dapat membuat suatu efisiensi dalam pemerintahan dan juga 

pelayanan terhadap masyarakat dan juga membuat suatu pemerintahan yang 

demokrasi ditingkat lokal melalui partisipasi masyarakat. Ada tiga tujuan terkait 

otonomi daerah yakni pertama, melakukan terobosan terhadap pelayanan pada 

masyarakat dan mewujudkan partisipasi masyarakat kedua, memberikan 

partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan dan juga unit pelayanan terkait. 

Kemudian tujuan yang ketiga, adalah membuat sistem terkait produksi lokal yang 

ada nantinya dapat dikembangkan.6 Harus adanya suatu hal yang meringankan 

terkait permasalahan kekosongan terhadap organisasi perangkat daerah yakni 

dengan memberikan solusi dengan memberikan tugas-tugas tertentu terhadap 

penjabat pelaksana tugas dalam melakukan mengambilan kebijakan dan harus 

adanya suatu kebijakan terkait dengan permasalahan pada organisasi yang sangat 

strategis.7 Organisasi perangkat daerahi merupakan suatu wadahi dalam 

penyelenggaraan pemerintahi daerah yangi didesain untuk mencapai visi dan misi 

pemerintahan 

Kekuasaani sepenuhnyai dipegangi oleh kepalai daerahi dan merupakan 

kekuasaani tertinggi di daerahnyai dalam hali ini di lingkupi pemerintahani 

kabupateni oleh Organisasi Perangkati Daerah (OPD). Dalami hal ini kepalai 

daerahi diyakini adalahi jabatan politiki, ini dibuktikan dengani pelaksanaan 

pemilihani Organisasi Perangkati Daerah (OPD) yangi pesertanyai dari partai 

politiki yang otomatisi merupakani pilihani dari rakyati melaluii partai.  

                                                           
5 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Hlm. 20. 
6Nandang Alamsah Deliarnoor, “PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM 

MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK),” 

CosmoGov 1, no. 2 (14 April 2017): 325. 
7“Dinas yang Dikepalai Plt dan Plh Tak Bisa Ubah APBD Jember 2017 - beritajatim.com,” diakses 

4 April 2018, 

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/308409/dinas_yang_dikepalai_plt_dan_plh_tak_bis

a_ubah_apbd_jember_2017.html. 
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Dalami melaksanakani tugasnyai dibantui olehi seperangkati pelaksanai 

teknisi dalami lingkupi pelaksanaani tugasnya. Dalami rangkai menjalankani 

pemerintahannyai telahi diatur mengenai tugasi dan kewajibani dari pemerintahi 

daerahi yakni Organisasi Perangkati Daerahi (OPD) tersebuti dalami Undang-

Undangi Nomor 23 Tahuni 2014 mengenai Pemerintahi Daerah, tetapi dalami hali 

ini mengeni pelaksanai tugas sementarai diatur dalami peraturani tersendiri yakni 

Undang-Undangi Nomor 30 Tahun 2014 tentangi Administrasi Pemerintahani 

yangi tercantum padai Pasal 14 ayati (2) Pejabati yang melaksanakani tugas rutini 

sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) hurufi b terdiri atasi: a. pelaksanai hariani 

yangi melaksanakan tugasi rutin dari pejabati definitifi yang berhalangani 

sementarai; dan b. pelaksanai tugasi yang melaksanakani tugas rutini dari pejabati 

definitifi yang berhalangan tetapi. 

Dalami hali ini, makai dapat dilihati terjadinyai kekosongani jabatani 

pemerintahani dalam lingkupi pemerintahani daerah kabupateni. Hal ini pulai 

dapati menghambati kinerja pelaksanai teknis yang menjalankani tugasnyai 

dalami lingkupi pemerintahani kabupateni. Tugasi dari pemerintahi pusati sendiri 

yangi diwakili olehi Organisasi Perangkati Daerah (OPD) akan tersendati 

pelaksanaanyai karena kekosongani jabatan tersebuti, maka dari itui harus adanyai 

pelaksana tugasi sementara yang menjalankani fungsi Organisasi Perangkati 

Daerah (OPD) tersebuti.8 

Maksud dari penunjukan pelaksana tugas pada beberapa dinas di daerah-

daerah untuk menggantikan Kepala Dinas definitif, agar roda pemerintahan terus 

berjalan. pada faktanya, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana tugas dibatasi 

karena ia tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis 

sehingga hal inilah yang nantinya malah menghambat jalannya roda pemerintahan 

pada dinas terkait. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya aturan yang jelas 

mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindungan hukum, 

kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang 

                                                           
8“Soal Kewenangan Plt Kepala Dinas akan Dikonsultasikan ke Gubernur Jatim - beritajatim.com,” 

diakses 4 April 2018, 

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/308715/soal_kewenangan_plt_kepala_dinas_akan_dik

onsultasikan_ke_gubernur_jatim.html. 
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menyalahgunakan wewenangnya. Permasalahan ini menjadi sangat krusial 

mengingat banyaknya dinas di daerah-daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas, 

terutama daerah-daerah yang dijabat oleh plt kepala dinas selama dua tahun, dan 

jangan sampai pengangkatan pelaksana tugas bermuatan politis karena ia adalah 

pejabat pemerintah.9 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

mencoba membahas tentang “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat 

Pelaksana Tugas Sementara Kabupaten  Jember”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat 

dirumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana wewenang pelaksana tugas dalam pembuatan kebijakan 

organisasi perangkat daerah menurut undang-undang terkait? 

2. Apa implikasi yuridis atas pembuatan kebijakan yang didapatkan atas 

kewenangan yang dimiliki? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu 

ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi dua hal, 

yaitu: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi 

beberapa hal, antara lain: 

a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir skripsi sebagai salah satu 

persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. 

b. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum 

yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat. 

                                                           
9JawaPos.com, “Kinerja Kurang Maksimal, Jabatan 4 Kepala OPD Masih PLT,” diakses 4 April 

2018, https://www.jawapos.com/radarsurabaya/read/2018/01/24/43035/kinerja-kurang-maksimal-

jabatan-4-kepala-opd-masih-plt. 
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c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang 

berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum 

Universitas Jember pada khususnya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Selain tujuan umum diatas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus 

yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Wewenang pelaksana tugas dalam penentu kebijakan organisasi perangkat 

daerah menurut undang-undang terkait; 

2. Implikasi yuridis pelaksana tugas dalam penentu kebijakan organisasi 

perangkat daerah atas kewenangan yang dimiliki. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau 

skripsi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penjelasan tentang 

metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi 

merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti 

ilmu hukum memiliki metodenya sendiri.10 Metode pada dasarnya merupakan 

penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah 

penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, serta langkah sistematis dalam 

pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran 

ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Tipe Penelitian  

Menurut Peter Mahmud pada intinya penelitian memerlukan suatu 

penemuan dan doktrin-doktrin baru untuk diterjehmahkan.11 Tipe penelitian yang 

digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (legal 

research), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah 

                                                           
10Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005). Hlm. 5 
11Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014). Hlm. 35 
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atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji 

peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.  

1.4.2 Pendekatan Masalah  

Pendekatan jurisprudence dan ajaran metode hukum berkolerasi dengan 

kerangka teoritik negara hukum dan demokrasi.12Pendekatan dan kerangka teoritik 

berfungsi memberikan ruang lingkup penelitian yang obyeknya adalah suatu kasus 

pelaksana tugas pada organisasi perangkat daerah yang terjadi di Indonesia. Metode 

pendekatan yang diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang 

menjadi dasar penetuan bagaimana wewenang pelaksana tugas dalam penentu 

kebijakan organisasi perangkat daerah menurut undang-undang terkait dan implikasi 

yuridis pelaksana tugas dalam penentu kebijakan organisasi perangkat daerah atas 

kewenangan yang dimiliki. 

Sumber Bahan Hukum  

Bahani hukum merupakani sarana dari suatui penelitiani yang digunakani 

untuki memecahkani permasalahani yang ada. Bahani hukumi yang diperolehi 

diharapkani dapati menunjang penulisani skripsi ini. Sumberi bahan hukumi yang 

digunakani dalam penulisani skripsi ini adalahi:  

Bahan Hukum Primer  

Bahani hukum primeri adalah bahan hukumi yang keberadaannyai atas dasar 

sebuahi kewenangani (authorative) sepertii peraturani perundang-undangani dan 

putusan-putusani pengadilan dalami bentuk dokumen resmi.13 Bahan hukum primer 

yangi digunakan dalami penulisan skripsi ini, antara lain:  

1. Undang-Undangi Dasar Negara Republiki Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undangi Nomor 30 Tahuni 2014 tentang Administrasi Negarai; 

3. Undang-Undangi Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerahi; 

                                                           
12 Himawan Estu Bagijo, Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: LaksBang 

Grafika, Cet. Kedua). Hlm. 71 
13Peter Mahmud, Op Cit. (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005). Hlm. 141 
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4. Peraturani Pemerintah Nomor 18 TAHUN 2016 tentang Perangkat 

Daerahi. 

Bahan Hukum Sekunder  

Bahani hukum sekunderi adalahi bahan-bahani hukum di luari bahan 

hukumi primer, seperti bukui, artikel makalah, jurnali dan hasil-hasili penelitiani 

bidang hukumi. Bahani hukum sekunderi yang digunakan penulisi dalam 

penulisani skripsi inii terdirii dari buku-bukui tentang hukumi, artikel, makalahi, 

jurnal (edisi online) dani lain-lain berkaitani dengan permasalahani yang dibahasi.  

1.4.3 Analisis Bahan Hukum  

Analisai bahan hukum merupakani suatu prosesi menemukan jawabani dari 

pokoki permasalahan yangi timbul dari faktai. Metode analisisi bahan hukumi 

yang dipergunakani dalam penulisani skripsi inii adalah metodei deduktif yaitui 

suatui metode yangi berpangkali dari hal yang bersifati umum ke khususi yang 

selanjutnyai bahan hukum tersebuti, yaitu bahan hukumi primer dan bahani 

hukum sekunderi diolah secara kualitatifi yaitu suatu pengolahani bahan-bahan 

noni statik. Langkahi selanjutnya yang digunakani dalam melakukani suatu 

penelitian hukum adalah  

Mengidentifikasii fakta hukum dani menghapus hal-hali yang tidaki relevan 

untuki menetapkan isui hukum yang hendaki dipecahkan Pengumpulani bahan-

bahan hukumi dan sekiranya dipandangi mempunyai relevansI juga bahan-bahani 

non hukum. Melakukan telaahi atas isu hukum yangi diajukan berdasarkani 

bahanbahan yangi telah dikumpulkan.Menarik kesimpulani dalam bentuki 

argumentasi yangi menjawab isui hukum.Memberikani preskripsi berdasarkani 

argumentasi yangi telah dibangun didalami kesimpulan.14 

Sesuai langkah-langkahi tersebut pada intinyai dijadikan suatui acuan 

kedepani menurut Peter Mahmud Marzuki kemudiani akan dianalisai 

menggunakan metodei analisis isi (content analysis).15 Setelahi melakukan 

analisisi penulis akani menyimpulkan hasilnyai dan memberikani reskripsi 

berdasarkani argumentasi yang dibanguni dalam kesimpulan. Berdasarkan 

                                                           
14Ibid. 
15Ibid. 
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metodei penelitian yang diuraikan diharapkani didalam penulisan skripsii ini 

mampu memperolehi jawaban atas rumusani masalah sehingga memperolehi hasil 

yangi dapat dipertanggungi jawabkan kebenarannyai secara ilmiahi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah 

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah 

1.  Pemerintah daerah 

Kepalai pemerintahani sepertii igubernur, ibupati dani walikotai 

imerupakan suatui uniti kepalai pemerintahi yangi manai darii jabatani itersebut 

merekai merupakani suatui unsur-unsur penyeleggarai pemerintahani iyang 

dijelaskani dalami Pasali 1 ayati (3) iUndang-Undangi Nomori 23 Tahuni 2014 

tentangii Pemerintahani Daerahi pengertiani dengani artii intinyai bahwai kepalaii 

daerahi merupakanii suatui unsuri yangi adai padai pemerintahiidaerah. 

2.  pemerintahan daerah 

Sementarai itui menuruti iUndang-Undang inomor 23 Tahuni 2014 itentang 

Pemerintahi Daerahi Pasali 1 ayati (2), penyelenggaraii pemerintahii daerahi 

iyakni terdirii atasi kepalai daerahii dani jugai dewani perwakilani rakyati daerahi 

iyang memilikii tugasi sesuaiI dengani kebijakani terkaiti pemerintahan  daerahi 

sesuai dengani amanati dalami sistemi dani prinsipii Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesiai sebagaimanai diaturi dalami Undang-Undangi Dasari Negarai 

Republiki Indonesiai Tahuni 1945.16 

2.1.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah 

Asas-asasi untuki menyelenggarakani pemerintahani daerahi imenurut 

Pasali 5 ayati (4) Undang-Undangi Nomori 23 Tahuni 2014 menyatakani bahwai : 

Penyelenggaraani urusani pemerintahani sebagaimanai dimaksudi padai ayati (2) 

dii daerahi dilaksanakani berdasarkani asasi iDesentralisasi, iDekonsentrasi, idan 

Tugasi iPembantuan.17 

A. Desentralisasi 

Desentralisasii adalahi suatui kekuasaani yangi dibentuki iberdasarkan 

daerahiiotonomi yangi iberkedudukani ipadai iwilayahi itersebuti iuntuk 

                                                           
16Lihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1   
17Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
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menciptakani suatui penyelenggaraani pemerintahani yangi efisieni dani tepat 

untuki masyarakat padai daerahi tersebut.18 Kelemahani desentralisasii nantinyai 

yaknii akani banyaki strukturali ipemerintah, membuati ifanatisme, dani 

keputusani yangi akani sangati lamai dalami pengambilani ikebijakan.19 

B. Dekonsentrasi 

Dekonsentrasii adalahi pelimpahani sebagiani wewenangi pejabati tingkati 

pusati kepadai pejabati di iwilayah inegara. Olehi karenai iitu, di idaerah iterdapat 

suatui wilayahi yangi merupakani wilayahi kerjai pejabati yangi imenerima 

sebagiani wewenangi darii pejabati ipusat. iWilayah kerjai pejabati untuki pejabati 

pusati yangi beradai di daerahi disebutii wilayahi iadministrasi. iWilayah 

administrasii adalahi wilayahi kerjai pejabati pusati yangi menyelenggarakani 

kebijakani administrasii di daerahi sebagaii wakili idari ipemerintah ipusat. 

Wilayahi administrasii terbentuki akibati diterapkannyai asasi idekonsentrasi.20 

C. Tugas Pembantuan 

Tugasi pembantuani dalami bahasai Belandai disebuti imedebewind. 

Tugasi pembantuani dapati diartikani sebagaii pemberiani kemungkinani ikepada 

pemerintahi pusat/ ipemerintah idaerah yangi tingkatannyai lebihi atasi iuntuk 

dimintaii bantuani kepadai pemerintahi daerah/pemerintahi daerahi iyang 

tingkatannyai lebihi rendahi di dalami menyelenggarakani tugas-tugasi iatau 

kepentingan-kepentingani yangi termasuki urusani rumahi tanggai daerahi iyang 

dimintaii bantuani itersebut.21 

2.1.3 Perangkat Pemerintah Daerah 

Menuruti Undang-Undangi Nomori 23 Tahuni 2014 tentangi iPemerintahan 

Daerahi dalami pasali 209 angkai 1 dani 2 perangkati daerahi provinsii terdirii 

atasi:22 

                                                           
18https://vjkeybot.com/2012/03/31/asas-asas-pemerintahan-daerah/ diakses tanggal 05 Oktober 

2016 pukul 19.33  
19Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan 

Pelaksanaan. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 12 
20 Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. 

Grasindo. hlm. 24. 
21 Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta : UII Press. hlm. 69. 
22Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah Pasal 209 angka 1 dan 2 
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a. iSekretariat idaerah; 

b. iSekretariat iDPRD; 

c. iInspektorat; 

d. iDinas; dan 

e. iBadan. 

sedangkani perangkati daerahi kabupaten/kotai terdirii atasi : 

a) iSekretariat idaerah; 

b) iSekretariat iDPRD; 

c) iInspektorat; 

d) iDinas; 

e) iBadan; dan 

f) iKecamatan. 

Sekretariati Daerahi (disingkati setdai) : Adalahi unsuri pembantui ipimpinan 

pemerintahi daerahi dani dipimpini olehi seorangi Sekretarisi Daerahi dani 

dibantui olehi beberapai Asisteni (5 Asisteni bagii Pemerintahi iProvinsi, 3 

Asisteni bagii Pemerintahi Kabupaten/Kotai). Sekretariati Daerahi mempunyaiI 

tugasi membantuI Kepalai Daerahi dalami penyusunani kebijakani idan 

pengoordinasiani administratifi terhadapi pelaksanaani tugasi Perangkati Daerahi 

sertai pelayanani administratifi pemerintahi idaerah. 

Sekretariati DPRDi (disingkati setwani) dipimpini olehi seorangi isekretaris 

yangi memilikii tugasi menyelenggarakani administrasii ikesekretariatan, 

menyelenggarakani iadministrasi ikeuangan, mendukungi pelaksanaanI tugasi 

dani ifungsi iDPRD, menyediakani dani mengoordinasikani tenagai iahli iyang 

diperlukani olehi DPRDi dalami melaksanakani fungsinyai isesuai idengan 

ikebutuhan. 

Inspektorati dipimpini olehi seorangi Inspektur. Inspektorati mempunyaii 

tugasi membantui kepalai daerahi membinai dani mengawasii pelaksanaani 

Urusani Pemerintahani yangi menjadii kewenangani Daerahi dani Tugasi 

Pembantuani olehi Perangkati Daerahi dalami melaksanakani tugasnyai 

bertanggungi jawabi kepadai kepalai daerahi melaluii Sekretarisi iDaerah. 
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Dinas nantinya dipimpin kepala dinas untuk melakukan semua mengenai 

tugas, fungsi, dan pokok berdasarkan bidang masing-masing dan untuk wilayah 

kecamatan nantinya dipimpin oleh camat yang selaku kepanjang tanganan kepala 

daerah.23 

2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kewenangan-kewenangan yang ada selama ini yang dilakukan secara 

terpusat dialihkan langsung menjadi otonomi daerah dengan menerapkan daerah-

daerah memiliki kebijakannya sendiri untuk melakukan pemerintahannya.24  

Berdasarkan pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas Kepala daerah mempunyai 

tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan 

ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang 

RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan 

mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan perda tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama, mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) 

kepala Daerah berwenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang 

telah menadapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan perkada keputusan 

kepala Daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 

                                                           
23http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/. Diakses tanggal 05 Oktober 2016. 

Pukul 22.02 
24Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta. 
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sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, melaksanakan wewenang 

lain sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.25 

Berdasarkani pasali 9 Undang-Undangi Nomori 23 Tahuni 2014 tentangi 

Pemerintahani Daerahi, klasifikasi urusani pemerintahani terdiri atasi 3 urusani 

yakni urusani pemerintahani absolut, urusan pemerintahani konkureni, dan urusan 

pemerintahani umumi. Adapuni definisi dari klasifkasi urusani pemerintahani 

menuruti Undang-Undangi Nomori 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahani Daerah 

adalahi sebagai berikut : 

1. Urusani pemerintahani absoluti adalahi urusani pemerintahani yang 

sepenuhnya menjadi kewenangani pemerintah pusati. 

2. Urusani pemerintahani konkureni adalahi urusani pemerintahani yangi di bagi 

antarai Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupateni atau Kotai. 

3. Urusani pemerintahani umumi adalahi urusani pemerintahani yangi menjadi 

kewenangani Presideni sebagai kepalai pemerintahani. 

Segalai kewenangani pemerintahani yangi diserahkani kepadai daerahi dalam 

rangkai desentralisasi ditentukani harusi disertai dengani penyerahani dani 

pengalihani pembiayaani, saranai dani prasaranai, sertai sumberi dayai manusiai 

sesuai dengani kewenangani yangi diserahkani tersebuti. 

Wewenangi  pemerintah adalah kekuasaani yang ada pada pemerintah untuk 

menjalankani fungsi dan tugasnya berdasarkani peraturani perundangundangan. 

Dengan kata laini, wewenang merupakani kekuasaan yang mempunyai landasani 

untuk mengambili tindakan atau perbuatani hukum agar tidak timbuli akibat 

hukumi, yakni terwujudnya kesewenang-wenangani (onwetmating). Keseluruhan 

pelaksanaani dari wewenang pemerintahani dilakukan atau dilaksanakani oleh 

pemerintahi, tanpa adanya wewenangi pemerintahan maka tentunyai pemerintah 

tidak akan dapat melakukani suatu tindakan atau perbuatan pemerintahani. 

Dalam buku Ni’matul Huda yang berjudul Hukum Pemerintahani Daerah,26 

menjelaskani bahwai hubungani pusat dan daerah bersumberi pada hubungani 

                                                           
25Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Konstitusi. 2012. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 

258. 
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kewenangani, hubungan keuangani, hubungan pengawasani dan hubungan yang 

timbuli dari sususan organisasi pemerintahani di daerah. 

Ni’matul Huda menjabarkan hubungan-hubungan tersebut sebagai berikut.27 

1. Hubungan kewenangani 

Dalami sistem pemerintahani lokal, disamping dekosentrasi dani 

desentralisasi, diselenggarakani pula tugas pembantuani oleh pemerintah kepadai 

daerah otonomi. Berdasarkan asas ini, pemerintahi menetapkan kebijakan makroi, 

sedangkan daerah otonomi membuat kebijakan mikroi beserta implementasinyai. 

Lebih lanjut Ni‟matul menjelaskan bahwa urusani pemerintahan bersifati 

dinamisi. Ada saat dimana urusan pemerintahani tidak dapat didesentralisasikani 

kepada daerah otonomi. Sebaliknya urusan pemerintahani yang pada suatu saat 

telahi didesentralisasikan dapat diresentralisasikani. Hal ini terjadi karenai banyak 

faktori yang perlu dipertimbangkani dalam sentralisasi dani desentralisasi urusan 

pemerintahani. Hubungan kewenangan antara laini bertalian dengani cara 

pembagiani urusan penyelenggaraani pemerintahan atau cara menentukani urusan 

rumah tanggai daerahi. Cara penentuani ini akan  mencerminkani suatu bentuk 

otonomi terbatasi atau otonomi luasi. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perangkat Daerah 

Perangkati daerah kabupaten/kotai terdiri atas sekretariati daerah, 

sekretariati DPRD, dinas daerahi, lembagai teknis daerah, kecamatani, dan 

kelurahani. Perangkat daerah kabupaten/kotai dalam melaksanakan tugasi dan 

fungsinya saling bersinergisi satu sama yang lain dalam rangkai pembangunan 

daerah. Sekertarisi daerah memiliki tugasi dan kewajiban membantui kepala 

daerah dalam menyusuni kebijakan dan mengkoordinasi dinasi daerah dan 

lembaga teknisi daerah. Sekertaris daerah dalami menjalankan tugas dani 

kewajibannya sebagaimanai yang diatur oleh undang-undangi bertanggung jawab 

kepada bupati.28  

                                                                                                                                              
26Ni’Matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. 2012. hlm. 12. 
27Ni’Matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. 2012. hlm. 13. 
28 Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Bhuana Ilmu Populer. 

Jakarta. Hlm. 490. 
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Lembaga teknisi daerah adalah unsur pendukungi tugas kepala daerah 

dalam penyusunani dan pelaksanaan kebijakani daerah. Kebijakan daerahi dalam 

hal ini lebihi bersifat spesifikasi berbentuki badan, kantor atau rumahi sakit umum 

daerahi. Lembaga teknis daerahi masing-masing dipimpini oleh kepala badan, 

kepala kantori, atau kepala rumah sakiti yang diangkat oleh kepalai daerah yang 

memenuhi syarati dari Pegawai Negri Sipili. Pertanggungjawabani masing-masing 

yangi mengepalai badani, kantor atau rumah sakit umumi daerah adalah kepada 

kepala daerahi melalui sekertaris daerahi. Kecamatan yang pembentukannyai di 

wilayahi kabupaten/kota dengan peraturani daerah yang berpedomani pada 

peraturan pemerintahi.29 

Kecamatan adalah wilayah administrasi yangi tugasnya 

menyelenggarakani pelayanan publik dibawah bupati/walikotai. Setiap kecamatan 

dipimpini oleh seorang camati yang diangkat olehi bupati/atau walikota yangi 

tugasnya menyelenggarakani pemerintahan di tingkati kecamatan sebagai 

pelimpahan kewenangani dari bupati/walikota. Tugas Camat diatur pada Pasal 

225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut : 

(1) Camat sebagaimana dimaksudi dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: 

Camat dalam melaksanakani tugasnya dibantui oleh perangkat kecamatani 

yang bertanggungi jawab langsung kepada camati. Camat diangkat atasa usulan 

sekertaris daerahi kabupaten/kota dari pegawai negri sipili yang menguasai 

pengetahuani teknis pemerintahani. Perangkat daerahi kabupaten/kota adalah 

unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis 

daerah, kecamatan, dan kelurahan.  

1) Sekretariat daerah  

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

bupati/walikota dalami menyusuni kebijakani dan mengoordinasikanii dinas 

daerah dan lembagai teknis daerah. Sekretariat daerah dipimpini oleh seorang 

sekretaris daerahi dan terdiri dari asisten, masing-masingi asisten terdiri 

paling banyak 4 (empat) bagiani, dan masing-masing bagiani terdiri dari 

                                                           
29 Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, Pasal 209. 
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paling banyaki 3 (tiga) subbagian. Berdasarkani Pasal 29 ayat (4) Peraturani 

Pemerintah Nomor 18 Tahuni 2016 tentang Organisasi Perangkati Daerah. 

2) Sekretariat DPRD  

Sekretariat Dewani Perwakilan Rakyat Daerahi yang selanjutnya disebuti 

Sekretariat DPRDi merupakan unsur pelayanani terhadap DPRD. Sekretariati 

DPRD mempunyai tugasi menyelenggarakani administrasi kesekretariatani, 

administrasi keuangani, mendukung pelaksanaan tugasi dan fungsi DPRD dan 

menyediakani serta mengoordinasikan tenagai ahli yang diperlukani oleh 

DPRD sesuai dengani kemampuan keuangan daerahi. Sekretariat DPRD 

dipimpin olehi sekretaris dewan dani terdiri dari paling banyaki 4 (empat) 

bagiani, dan masing-masing bagiani terdiri dari 3 (tiga) subbagiani. Sekretariat 

DPRD menyelenggarakani fungsi (Pasal 31 ayat (5) Peraturani Pemerintah 

Nomor 18 Tahuni 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah). 

3) Dinas Daerah Kabupateni/Kota  

Dinas daerah merupakani unsur pelaksana otonomi daerahi. Dalam pasal 35 

yaitu : 

(1) Dinas Daerahi kabupaten/kota sebagaimanai dimaksud dalam Pasali 5 

ayat (2) hurufi d merupakan unsuri pelaksana Urusan Pemerintahani 

yangi menjadi kewenangan Daerahi.  

(2) Dinas Daerahi kabupaten/kota sebagaimanai dimaksud pada ayati (1) 

dipimpin olehi kepala dinas Daerahi kabupaten/kota yangi 

berkedudukan di bawahi dan bertanggung jawabi kepada bupati/wali 

kotai melalui sekretarisi Daerahi kabupaten/kota. 

(3) Dinasi Daerah kabupaten/kota sebagaimanai dimaksud pada ayati (1) 

mempunyai tugasi membantu bupati/wali kota melaksanakani Urusan 

Pemerintahani yang menjadi kewenangani Daerah dan Tugasi 

Pembantuani yang diberikan kepadai kabupaten/kota.  

(4) Dinas Daerahi kabupaten/kota dalami melaksanakan tugasi sebagaimana 

dimaksudi pada ayat (3) menyelenggarakani fungsi:  

a. perumusan kebijakani sesuai dengan lingkupi tugasnya;  

b. pelaksanaan kebijakani sesuai dengan lingkupi tugasnya;  
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c. pelaksanaani evaluasi dan pelaporani sesuai dengan lingkup 

tugasnyai;  

d. pelaksanaani administrasi dinasi sesuai dengan lingkupi tugasnya; 

dan  

e. pelaksanaani fungsi lain yangi diberikan oleh bupati/wali kotai terkait 

dengani tugas dan fungsinyai. 

4) Badan Daerah Kabupaten/Kota  

Dalam Pasali 46 ayat (1)Peraturani Pemerintah Nomor 18 Tahuni 2016 

tentangi Organisasi Perangkat Daerahi Badan Daerah kabupaten/kota 

sebagaimanai dimaksud dalam Pasali 5 ayat (2) huruf e, merupakani unsur 

penunjangi Urusan Pemerintahani yang menjadi kewenangani Daerah 

kabupaten/kotai. (2) Badan Daerah kabupaten/kota dipimpini oleh kepalai 

badan Daerah kabupaten/kota yangi berkedudukan di bawahi dan bertanggungi 

jawab kepadai bupati/wali kota melalui sekretarisi Daerah kabupaten/kota. (3) 

Badan Daerahi kabupaten/kota sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) 

mempunyai tugasi membantu bupati/wali kotai dalam melaksanakani fungsi 

penunjangi Urusan Pemerintahani yang menjadi kewenangani Daerahi 

kabupaten/kotai. 

 

2.3  Pelaksana Tugas 

2.3.1 Pengertian Pelaksana Tugas 

Pelaksanai Hariani (“Plh”) adalah pejabati yang melaksanakan tugasi rutin 

dari pejabati definitif yang berhalangani sementara, sedangkan Pelaksanai Tugas 

(“Plt”) adalah pejabat  yangi melaksanakan tugas rutini dari pejabat definitifi 

yang berhalangan tetapi.30 

Pasal 14 ayati (1) Undang-Undangi Nomor 30 Tahuni 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Yakni: 

(1) Badani dan/atau Pejabati Pemerintahan memperolehi Mandat apabilai: 

a. ditugaskan oleh Badani dan/atau Pejabati Pemerintahan di atasnyai; dan 

                                                           
30“Perbedaan Pelaksana Harian (Plh) dengan Pelaksana Tugas (Plt),” hukumonline.com/klinik, 

diakses 4 April 2018, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5924e3cc9cc8f/perbedaan-

pelaksana-harian-plh-dengan-pelaksana-tugas-plt. 
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b. merupakani pelaksanaan tugas rutini. 

(2) Pejabati yang melaksanakani tugas rutin sebagaimanai dimaksud pada ayati 

(1) huruf b terdiri atas: 

a. pelaksana hariani yang melaksanakani tugas rutin dari pejabati definitif yangi 

berhalangani sementara; dan 

b. pelaksanai tugas yang melaksanakani tugas rutin dari pejabati definitif yang 

berhalangan tetapi. 

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang intinya 

pejabat yang memiliki mandat tidak berhak membuat suatu keputusan atau 

wewenang terkait pengambilan kebijakan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Mengenai  keefektifitasan  pelaksanaan penyelenggaraan  Negara,  pejabat  

atau pegawai  Negara  tidak  diperkenankan merangkap  Jabatan,  karena  

hal  itu  dapat mengakibatkan  ketidakstabilan  karena pejabat  tersebut  

harus  melaksankan  dua tugas  dan  fungsi  sekaligus  dalam 

penyelenggaraan  Negara.  Tugas  dan  fungsi sebagai  Jabatan  definitif 

yang  dimiliki  dan tugas dan fungsi  sebagai pejabat pengganti. Oleh  

karena  itu,  Jabatan pejabat  pengganti seperti  pelaksana  tugas  (plt.)  

tidak  akan menjadikan  penyelenggaraan  Negara menjadikan  kinerjanya  

baik,  tetapi mengakibatkan  benturan  tugas  dan mengesampingkan  tugas  

dan tanggungjawab  yang  dimiliki  si pemangku Jabatan dalam Jabatan  

definitifnya  (Jabatan asli).  

2. Di lain pihak pejabat pemangku Jabatan  tidak  memiliki  kewenangan  

yang sama,  karena  pejabat  pengganti  tetap memiliki  Jabatan  

definitifnya  sendiri  tidak mengikuti Jabatan yang  di  Plt-kan  (Jabatan 

yang diduduki sebagai pelaksana tugas)..  Sedangkan  pejabat pengganti  

publik  sementara  seperti pelaksana  tugas  (plt.)  tidak  dapat 

menjalankan  tugasnya  secara  menyeluruh, hal tersebut dikarenakan  

pemangku  Jabatan pelaksana tugas (plt.) juga memiliki Jabatan definitif  

atau  disebut  juga  rangkap Jabatan dengan  Jabatan  definitifnya.   

4.2 Saran 

1. Dalam merekrut Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) diharapkan memiliki kompetensi 

yang baik dan ulet. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) hendaknya diberikan 

kewenangan dan juga tanggung jawab penuh terhadap Dinas yang dipimpinnya 

agar nantinya dinas tersebut dapat berjalan secara efektif dan tepat bagi 

masyarakat.
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2. Pelaksana  tugas  (Plt.)  tidak  memiliki Jabatan  defintif  yang  di Plt-kannya, 

pemangku  Jabatan  Plt-pun  harus menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab 

Jabatan defintifnya.Rangkap  jabatan  secara  jelas merupakan  bagian  dari  

konflik  tugas  dan tanggungjawab  yang  harus  dilaksanakan, dimana  suatu  

saat  dapat  menjadi  penyebab terjadinya  tumpang  tindih  jabatan.  Tujuan 

untuk  menyelenggarakan  pemerintahan yang  baik,  efektif  dan  efisien  

guna mencapai  (good  governance)  sebagaimana menjadi  visi  dan  misi  

pemerintahan  dapat terbengkalai karena rangkap Jabatan.
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